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Literasi ekonomi telah menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Setiap hari semua orang 
membuat keputusan ekonomi atau keputusan lainnya yang memiliki dampak secara ekonomi. 
Keputusan ekonomi yang dibuat oleh setiap orang idealnya dilakukan secara rasional dan 
mempertimbangkan skala prioritas pemenuhan kebutuhannya. Untuk mencapai hal itu sejak anak 
menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), mereka perlu mendapatkan pendidikan 
ekonomi yang cukup dan tepat. Upaya tersebut telah lama dilakukan secara serius di banyak 
negara maju, sedangkan di Indonesia tampak nyata bahwa pendidikan ekonomi di SD belum 
mendapatkan perhatian yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembenahan 
pendidikan ekonomi di SD yang setidaknya mencakup: peningkatan kapasitas guru kelas tentang 
literasi ekonomi, pengembangan kurikulum dan sumber-sumber belajar, peningkatan kapasitas 
siswa sebagai pembelajar ekonomi, dan peninjauan kurikulum calon guru SD. 
 




Pendidikan ekonomi telah me-
ngalami kebangkitan (revival) sejak 
tahun 1960-an (Lo et al., 2008). Para 
peneliti, praktisi, dan pembuat kebi-
jakan mulai saat itu memberikan per-
hatian terhadap berbagai permasala-
han di bidang pendidikan ekonomi. 
Setidaknya ada dua alasan mengapa 
mereka melakukannya: pertama, pe-
ngetahuan ekonomi diperlukan oleh 
setiap orang untuk hidup dalam ling-
kungan yang semakin kompleks. 
Pengetahuan ekonomi akan mendu-
kung pengambilan keputusan dalam 
kehidupan mereka sehari-hari. Mes-
kipun keputusan yang akan dibuat 
mungkin tidak berhubungan dengan 
persoalan ekonomi, pengetahuan eko-
nomi tetap diperlukan untuk mema-
hami adanya kemungkinan dampak 
ekonomi atas keputusan tersebut 
(Bethune, 2000; OECD, 2005; Jappe-
lli, 2010); kedua, ada peningkatan mi-
nat dari berbagai kalangan untuk 
memperbaiki kualitas pendidikan eko-
nomi pada semua jenjang pendidikan 
(Varum et al., 2013). 
Telah banyak penelitian dan 
makalah (paper) pada bidang pendidi-





kan ekonomi sejak awal kebangkitan-
nya. Penelitian Johnson (1979), Mar-
lin dan Durden (1993), dan paper dari 
Dumke (1977), Stigler (1983), Davies 
(2006), serta Lucey dan Giannangelo 
(2006), misalnya, dipandang sebagai 
penelitian dan paper yang memiliki 
kontribusi yang penting untuk pe-
ngembangan pendidikan ekonomi. 
Mereka menggagas tentang penting-
nya setiap orang untuk melek secara 
ekonomi agar mampu menjadi warga 
negara yang lebih ’maximalist’. Untuk 
mewujudkan gagasan itu, karenanya, 
pendidikan ekonomi disarankan mulai 
diberikan sejak anak-anak berusia dini 
atau setidaknya sejak mereka mulai 
bersekolah (Walstad, 1992; Soper dan 
Walstad, 1991; Bethune, 2000).   
Ada beberapa permasalahan pe-
nyelenggaraan pendidikan ekonomi 
bagi anak-anak pada jenjang pendidi-
kan dasar. Berdasarkan temuan bebe-
rapa penelitian, permasalahannya se-
bagai berikut: 1) masih sering diabai-
kannya pendidikan ekonomi untuk 
siswa pada jenjang pendidikan dasar 
yang disebabkan oleh hal-hal berikut: 
adanya pandangan/anggapan bahwa 
pendidikan ekonomi bagi siswa belum 
dibutuhkan, tidak tersedianya waktu 
yang cukup untuk pembelajaran eko-
nomi di kelas, dan tidak memadainya 
jumlah guru di sekolah (Bethune, 
2000); 2) para guru merasa kesulitan 
untuk memahamkan hal-hal yang pen-
ting tentang ekonomi kepada siswa 
(Stigler, 1983); dan 3) adanya kekha-
watiran dampak kebijakan pemerintah 
di bidang pendidikan pada penyele-
nggaraan pendidikan ekonomi di se-
kolah (Ma dan Weisse, 2009).  
Permasalahan dalam penyele-
nggaraan pendidikan ekonomi di atas 
tampak nyata juga dirasakan di Indo-
nesia. Struktur kurikulum SD saat ini, 
baik Kurikulum 2006 (KTSP) maupun 
Kurikulum 2013, menunjukkan bahwa 
pendidikan ekonomi masih belum 
mendapatkan tempat yang layak da-
lam struktur kurikulum, seperti halnya 
Matematika, Bahasa Indonesia, dan 
lainnya. Pendidikan ekonomi tidak ha-
nya kurang waktu karena diintegra-
sikan dalam pendidikan IPS, tetapi 
juga dari  sisi muatan pendidikan eko-
nomi tidak memberikan dasar bagi 
anak untuk melek ekonomi. Hal ini 
diperparah oleh latar belakang pendi-
dikan  guru-guru SD yang umumnya 
memiliki bekal pengetahuan yang mi-
nim tentang ekonomi. Dampaknya, 
para guru kesulitan memahami eko-
nomi dan akhirnya mereka mengalami 





kesulitan memahamkan pengetahuan 
ekonomi kepada para siswa.  
Muara permasalahan di atas 
tampak dalam hasil-hasil survei dan 
penelitian tentang pendidikan ekono-
mi. Survei VISA tahun 2012 tentang 
tingkat literasi finansial, misalnya, 
menempatkan Indonesia pada posisi 
yang sangat rendah (ranking 27 dari 
28 negara yang disurvei). Hasil survei 
ini konsisten dengan temuan peneli-
tian Chen dan Volpe (1998) tentang 
literasi keuangan mahasiswa Indone-
sia yang menunjukkan tingkat yang 
rendah. Dari keseluruhan jumlah per-
tanyaan, secara rerata mahasiswa ha-
nya mampu menjawab benar sebanyak 
53%-nya. Capaian ini jauh lebih ren-
dah dibandingkan negara-negara lain-
nya. Literasi finansial memang ha-
nyalah bagian dari literasi ekonomi. 
Namun dua hasil riset literasi finansial 
tersebut setidaknya memberikan po-
tret tentang  belum berhasilnya pendi-
dikan ekonomi di tanah air. Kekurang-
berhasilan  pendidikan ekonomi pada 
jenjang pendidikan tinggi tersebut pa-
tut diduga juga disumbang oleh ke-
kurangberhasilan pendidikan ekonomi 
pada jenjang pendidikan sebelumnya 
(dasar maupun menengah). 
Makalah ini dimaksudkan untuk 
memaparkan tentang perlunya dilaku-
kan pengembangan kurikulum pendi-
dikan ekonomi untuk meningkatkan 
literasi siswa pendidikan dasar (SD). 
Pengembangan kurikulum ini diharap-
kan meningkatkan literasi ekonomi 
bagi siswa SD dan sekaligus juga di-
harapkan memberikan pondasi untuk 
pendidikan ekonomi pada jenjang se-
lanjutnya. Secara kronologis makalah 
ini dirancang untuk menguraikan: per-
tama, problematika pendidikan di SD; 
kedua, pembelajar ekonomi perlu me-
lek ekonomi, ketiga, pentingnya pen-
didikan ekonomi bagi siswa SD; dan 
keempat, gagasan tentang pengemba-




1.  Problematika pendidikan eko-
nomi di SD 
a.  Kedudukan pendidikan ekonomi 
dalam struktur kurikulum SD 
Struktur kurikulum pada 
jenjang pendidikan SD/MI meliputi 
seluruh substansi pembelajaran yang 
ditempuh dalam satu jenjang 
pendidikan selama enam tahun mulai 
Kelas I - VI. Dalam struktur 
kurikulum jenjang pendidikan dasar 





(SD/MI), pendidikan ekonomi 
diintegrasikan dalam pendidikan IPS. 
Pendidikan IPS diberikan pada kelas 
IV – VI. Berikut ini disajikan poto-
ngan bagian dari struktur kurikulum 
SD berdasarkan Kurikulum 2016 dan 
Kurikulum 2013 (Tabel 1).  
 







Alokasi waktu per minggu 
A. Mata Pelajaran   
1. Pendidikan Agama/Pendidikan Agama 
dan Budi Pekerti*) 
3 4 
2. Pendidikan Kewarganegaraan /Pend. 
Pancasila dan Kewarganegaraan*) 
2 5 
3.  Bahasa Indonesia 5 7 
4. Matematika 5 6 
5. Ilmu Pengetahuan Alam 4 3 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 3 
7. Seni Budaya dan Keterampilan/Seni 
Buadaya dan Prakarya*) 
4 5 




B. Muatan Lokal  2 - 
C. Pengembangan Diri 2 - 
Jumlah 32 36 
*)  Nama mata  pelajaran dalam Kurikulum 2013 
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar 
Isi, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 67 Tahun 2013 
 
Struktur kurikulum SD (Kuriku-
lum 2006 dan 2013) di atas  menggam-
barkan bahwa pendidikan ekonomi ti-
dak berdiri sebagai mata pelajaran yang 
mandiri. Mata pelajaran ekonomi di-
integrasikan dengan mata pelajaran 
lainnya. Dalam Kurikulum 2006, mate-
ri ekonomi untuk kelas I – III  dengan 
pendekatan tematik dan pada kelas IV – 
VI  dalam mata pelajaran IPS Terpadu, 
sementara pada Kurikulum 2013 materi 
ekonomi dari kelas I – VI diinte-
grasikan dengan materi pelajaran lain 
yang relevan dan disajikan secara te-
matik.  
Dilihat dari sisi jumlah jam pe-
lajaran, pada Kurikulum 2006 mata 
pelajaran IPS untuk kelas IV – VI sa-
ma dengan mata pelajaran seperti 
agama, yaitu 3 jam; lebih banyak da-
ri mata pelajaran PKn, Muatan Lo-
kal, dan Pengembangan Diri; tetapi 
di bawah jumlah jam untuk mata pe-
lajaran Bahasa Indonesia, Matema-





tika, IPA, Seni dan Keterampilan, dan 
juga Pendidikan Jasmani, Olah raga, 
dan Kesehatan. Sementara pada 
Kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran 
IPS tetap sama dengan Kurikulum 
2006, yaitu 3 jam, sama dengan mata 
pelajaran IPA. Jumlah jam pelajaran 
tersebut lebih rendah dari mata pela-
jaran Pendidikan Agama dan Budi Pe-
kerti, Pendidikan Pancasila dan Kewar-
ganegaraan, Bahasa  Indonesia, Mate-
matika, Seni Budaya dan Prakarya, 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Ke-
sehatan. Jumlah jam yang sangat ter-
batas pada kedua kurikulum me-
nggambarkan bahwa pendidikan 
ekonomi belum mendapatkan tempat 
yang layak di SD atau bahkan dapat 
dikatakan pendidikan ekonomi cen-
derung terabaikan.  
Tabel 2 berikut ini menyajikan 
kompetensi dasar yang berhubungan 
dengan ekonomi untuk siswa SD 
berdasarkan Kurikulum 2006 dan 
Kurikulum 2013 untuk jenjang pen-
didikan SD.  
 
Tabel 2. Kompetensi Dasar Ekonomi Sekolah Dasar 
Berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 
 
Kelas Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 
III 2.4  Mengenal sejarah uang  
 2.5  Mengenal penggunaan uang 
sesuai dengan kebutuhan 
 
IV 1.3  Menunjukkan jenis dan 
persebaran sumber daya alam 
serta pemanfaatannya untuk 
kegiatan ekonomi di 
lingkungan setempat 
3.1. Mengidentifikasi … dan 
pemanfaatan sumber daya alam  
…sampai tingkat kabupaten 
(materi kegiatan ekonomi 
dalam pemanfaatan sumber 
daya alam) 
 2.1  Mengenal aktivitas ekonomi 
yang berkaitan dengan sumber 
daya alam dan potensi lain di 
daerahnya 
4.1. Menyajikan hasil 
mengidentifikasi … dan 
pemanfaatan sumber daya alam  
…sampai tingkat kabupaten  
 2.2  Mengenal  pentingnya 
koperasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
3.2. Mengidentifikasi keragaman .., 
ekonomi, …. bangsa Indonesia 
(materi keragaman ekonomi) 
 2.3  Mengenal perkembangan 
teknologi produksi, 
komunikasi,  dan transportasi 
serta pengalaman 
menggunakannya 
4.2. Menyajikan hasil identifikasi 
keragaman .., ekonomi, …. 
bangsa Indonesia 
  3.3. Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam meningkatkan 
kehidupan masyarakat di 
bidang pekerjaan, sosial dan 





Kelas Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 
budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi (materi 
ketersediaan sumber-sumber 
ekonomi, kegiatan ekonomi 
dan lapangan kerja, lembaga 
ekonomi, perniagaan untuk 
meningkatkan kesejahteraan) 
  4.3.Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai 
provinsi 
V 1.5   Mengenal jenis-jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi di 
Indonesia 
3.2. Menganalisis … dan 
pengauhnya terhadap 
pembangunan ……, dan 
ekonomi masyarakat Indonesia  
(materi pembangunan 
ekonomi) 
4.2. Menyajikan hasil analisis … 
dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan ……, dan 
ekonomi masyarakat Indonesia   
3.3. Menganalisis peran ekonomi 
dalam upaya menyejahterakan 
kehidupan masyarakat di 
bidang sosial dan budaya untuk 
memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa (materi 
kegiatan ekonomi dalam 
berbagai bidang) 
4.3. Menyajikan hasil analisis 
tentang peran ekonomi dalam 
upaya menyejahterakan 
kehidupan masyarakat di 
bidang sosial dan budaya untuk 
memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 
VI 3.2  Mengenal manfaat ekspor dan 
impor di Indonesia sebagai 
kegiatan ekonomi antar bangsa 
3.3. Menganalisis posisi dan peran 
Indonesia dalam kerja sama di 
bidang ekonomi, ... dalam 
lingkup ASEAN (materi 
ekspor & impor) 
4.3. Menyajikan hasil analisis 
posisi dan peran Indonesia 
dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, ... dalam lingkup 
ASEAN 
Sumber: KTSP 2006 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI, Salinan Lampiran 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013, Salinan 





Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2016, Silabus Mata Pelajaran IPS SD/MI (2016) 
 
Sebagaimana tampak pada tabel 
2, pada Kurikulum 2006 kompetensi 
dasar ekonomi pada jenjang pendidikan 
dasar (SD) tidak ditemukan pada kelas 
I dan II. Kompetensi dasar ekonomi 
mulai ditemukan pada kelas III – VI. 
Sementara pada Kurikulum 2013, 
kompetensi dasar ekonomi ditemu-kan 
pada kelas IV – VI. Kompetensi dasar-
kompetensi dasar ekonomi pa-da 
jenjang pendidikan SD baik pada 
Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 
setidaknya menginformasikan tentang 
hal-hal berikut ini.  
1)  Tuntutan kompetensi pengetahuan 
yang diharapkan. Pada Kurikulum 
2006, seluruh kata kerja untuk kom-
petensi dasar ekonomi adalah “me-
ngenal”. Hal ini menunjukkan bah-
wa tingkatan pengetahuan yang di-
harapkan dikuasai siswa berada pa-
da tingkatan pengetahuan yang pa-
ling rendah (C1). Ditinjau dari di-
mensi pengetahuan yang diharap-
kan dikuasai oleh siswa adalah pe-
ngetahuan yang bersifat faktual.  
Pengetahuan faktual merupakan pe-
ngetahuan tentang detail-detail dan 
elemen-elemen yang spesifik seper-
ti peristiwa, lokasi, orang, tanggal, 
sumber informasi, dan semacam-
nya. Dalam taksonomi Anderson 
dan Krathwohl (2001), kata kerja 
“mengenal” berarti proses kog-
nitifnya adalah menempatkan pe-
ngetahuan tentang sesuatu hal da-
lam memori jangka panjang 
sesuai dengan pengetahuan 
tersebut (mi-salnya: mengenali 
tahapan peristi-wa penting dalam 
sejarah uang, dan lain-lain).  
 Sementara pada Kurikulum 2013, 
kompetensi dasar terbagi dalam 
kompetensi pengetahuan (KD 
dari KI-3) dan kompetensi 
keterampilan (KD dari KI-4). 
Rumusan kata ker-ja untuk 
kompetensi dasar penge-tahuan  
menunjukkan tingkatan pe-
ngetahuan yang diharapkan 
dikua-sai siswa ada pada 
tingkatan pe-ngetahuan yang 
paling rendah (C1), seperti  
penggunaan kata kerja “me-
ngidentifikasi” dan tingkatan pe-
ngetahuan yang lebih tinggi (C4), 
seperti tampak dalam 
penggunaan kata kerja 
“menganalisis”. Hal ini sejalan 
dengan tujuan yang diha-rapkan 
dari kehadiran Kurikulum 2013 
yaitu siswa mampu berpikir   





tingkat tinggi (higher order    
thinking). 
2) Muatan pengetahuan pendidikan 
ekonomi. Muatan pengetahuan 
pendidikan ekonomi untuk siswa 
SD pada Kurikulum 2006 dan 
Kurikulum 2013 tampak tidak ada 
perbedaan yang berarti. Beda untuk 
keduanya adalah  pada  Kurikulum 
2013 ada tuntutan ba-gi para siswa 
untuk memiliki ke-terampilan 
menyajikan pengeta-huan yang 
diperolehnya. Muatan pendidikan 
ekonomi tampak me-ngarahkan 
siswa pada penge-tahuan ekonomi 
yang terlalu be-rat dan abstrak, 
sehingga hal ini memberatkan bagi 
siswa SD. Materi ekonomi bahkan 
secara berulang ditawarkan pada 
kuri-kulum jenjang pendidikan beri-
kutnya (SMP dan SMA/SMK). 
3)  Sekuen penawaran kompetensi 
dasar. Sekuen penawaran kom-
petensi dasar yang harus dikuasai 
siswa tampak tidak tersusun se-cara 
runtut. Konsekuensinya ada-lah 
materi pembelajaran ekonomi akan 
diberikan guru secara tidak urut. 
Kondisi demikian menye-babkan 
pembelajar ekonomi (sis-wa) tentu 
tidak akan mudah da-lam 
mengorganisasikan pengeta-
huannya. Sekedar contoh seder-
hana untuk kasus ini adalah sis-
wa kelas III diharapkan  memi-
liki kompetensi dasar mengenal 
sejarah uang dan mengenal peng-
gunaan uang sesuai dengan kebu-
tuhan. Sekuen kompetensi da-sar 
tersebut tampak terbalik karena 
seharusnya siswa mengenali ke-
butuhan/keinginan, sebelum me-
reka mengenal uang. Hal ini me-
ngingat uang adalah alat untuk 
mempermudah pertukaran dalam 
rangka memenuhi kebutuhan. 
 
b.  Guru 
1)  Jumlah guru dan rasio guru – 
siswa SD 
Jumlah guru di Indonesia pada 
tahun 2011 sebanyak 2.925.676 
orang (guru negeri = 2.205.197 
orang dan gu-ru swasta = 720.479 
orang). Dari ju-mlah tersebut jumlah 
guru SD sebanyak 1.594.925 orang 
atau 54,51% (guru ne-geri = 
1.499.899 orang dan guru swasta = 
145.026 orang). Data terakhir 
menun-jukkan jumlah guru 
meningkat menjadi 3.015.315 orang 
(GTT = 721.124 orang dan Guru 
PNS dan GTY = 2.294.191 orang) 
(Bahan Tayang Kebijakan Pem-





binaan dan Pengembangan Profesi 
Guru–BPSDMP-PMP, 2015). Secara 
keseluruhan, rasio jumlah guru dengan 
siswa pada tahun 2011 adalah 1:20,29. 
Artinya, 1 guru mendampingi 20,29 sis-
wa. Dalam Rencana Strategis Depdik-
nas (2010-2011) memang tampak bah-
wa rasio ini sangatlah tidak merata 
untuk berbagai tanah air di Indonesia. 
Pada provinsi-provinsi tertentu rasio 
guru dengan siswa sangat baik, seperti 
ada di Provinsi Maluku (1;11), namun 
sebaliknya sangat buruk untuk Provinsi 
Sulawesi Utara (1:54). Secara umum 
jumlah guru dan rasio guru–siswa dika-
tegorikan baik, meskipun tampak tidak 
merata untuk setiap daerah di tanah air. 
2)  Kualifikasi pendidikan dan bidang 
keahlian guru 
Pada tahun 2011, kualifikasi pen-
didikan guru  pada semua jenjang se-
bagai berikut:  belum berkualifikasi S-1 
sebanyak  1.424.513  (49%) dan sudah 
berkualifikasi  S-1 atau lebih 1.501.163  
(51%). Dari jumlah tersebut kemung-
kinan besar jumlah guru yang sudah 
menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 
telah menaik secara secara signifikan 
sejalan dengan diterapkannya UU No. 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-
didikan Nasional, PP No. 19 tahun 
2005 tentang Standar Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, dan UU No. 
14 tahun 2005 tentang Guru dan Do-
sen yang mengamanatkan bahwa 
kualifikasi pendidik untuk jenjang 
SD/sederajat minimum diploma em-
pat (D-IV) atau sarjana (S-1) terhi-
tung mulai tahun 2015. Pada tahun 
2011, jumlah guru yang telah ber-
sertifikasi sebanyak 1.102.021 orang 
atau 37,7%. Data terakhir menun-
jukkan jumlah guru  yang telah ter-
sertifikasi pada rentang tahun 2007-
2014 sebanyak 1.579.838 atau 52, 
39% (Bahan Tayang Kebijakan Pem-
binaan dan Pengembangan Profesi 
Guru-BPSDMP-PMP, 2015). Jumlah 
guru yang bersertifikat tersebut di-
pastikan bertambah dengan adanya 
tambahan jumlah guru yang lulus 
pada sertifikasi guru tahun 2015. 
Dengan kata lain, sebagian besar gu-
ru SD telah berkualifikasi S-1 dan di-
nyatakan sebagai guru yang profe-
sional jika ditilik dari kepemilikan 
sertifikat pendidik. 
Sebagian besar guru SD adalah 
guru kelas yang umumnya berlatar 
belakang lulusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD). Sebagian la-
innya adalah berlatar belakang pen-
didikan yang cukup bervariasi, se-
perti lulusan pendidikan sejarah, 





pendidikan PKn, pendidikan agama, 
dan lain-lain. Namun sayangnya jika 
melihat Kurikulum Prodi PGSD, se-
bagaimana tampak pada berbagai 
website Perguruan Tinggi (PT) yang 
memiliki prodi PGSD, tampak bah-wa 
tidak ada satupun Prodi PGSD yang 
menawarkan mata kuliah eko-nomi 
secara khusus. Mata kuliah yang 
bersangkut paut hanyalah mata kuliah 
Pendidikan IPS SD 1 atau 2 dengan 
beban/bobot mata kuliah 3 sks saja. 
Sedangkan pada kurikulum prodi non 
pendidikan ekonomi kon-disinya 
mungkin kurang lebih sama. Oleh 
sebab itu wajar jika para guru merasa 
kesulitan untuk mema-hamkan hal-hal 
yang penting tentang ekonomi kepada 
siswa, karena mereka sendiri pun 
kemungkinan juga akan merasa 
kesulitan untuk memahaminya. 
c.  Kebijakan pendidikan 
Kebijakan pendidikan seringkali 
berubah seiring dengan pergantian pe-
merintahan. Perubahan kurikulum me-
mang bukanlah hal yang tabu untuk 
dilakukan mengingat kondisi lingku-
ngan yang terus berubah. Namun, per-
gantian kurikulum yang tergesa-gesa 
dan tanpa studi yang mendalam bisa 
saja menyebabkan kekacauan dalam 
praktik pendidikan di sekolah. Hal ini 
tampak misalnya dalam perubahan 
dari Kurikulum 2006 (KTSP) ke 
Kurikulum 2013. Perubahan 
kurikulum memang dimaksudkan 
untuk hal yang baik, se-perti dengan 
memasukkan aspek afektif dan 
psikomotorik dalam capaian pem-
belajaran, namun tampaknya 
kesiapan guru dan sarana prasarana 
belumlah cu-kup untuk mendukung 
pewujudannya. Dampaknya para 
guru mengalami ber-bagai kesulitan 
dalam perencanaan, pe-laksanaan, 
dan penilaian dan siswa menjadi 
pihak yang paling dikorbankan dari 
perubahan kurikulum. Meskipun 
kurikulum telah berubah, perubahan 
kurikulum tampak tidak membawa 
angin segar untuk pendidikan 
ekonomi di SD yang lebih baik 
setidaknya sisi jumlah waktu 
maupun capaian yang di-harapkan. 
Pendidikan ekonomi tetap 
terintegrasi dalam pendidikan IPS 
atau bidang keilmuan lain yang 
dipandang relevan serta ditawarkan 
dalam jumlah waktu yang tetap.  
 
2.  Pembelajar Ekonomi Perlu 
Me-lek Ekonomi 
Kelangkaan/keterbatasan 
(scarsi-ty) adalah fakta kehidupan 





(Dahl, 1998). Keinginan (wants) dan 
kebu-tuhan (needs) seseorang 
seringkali me-lebihi sumber daya yang 
dimiliki. Pada saat sumber daya yang 
dimiliki ter-batas, mau tidak mau, 
seseorang ha-rus memikirkan sumber 
daya mana yang harus dikorbankan 
untuk me-menuhi kebutuhan yang ia 
priori-taskan. Pengambilan keputusan 
ini acapkali tidak mudah mengingat se-
tiap individu dalam masyarakat me-
miliki kebutuhan atau pun keinginan 
yang berbeda-beda. Pengorbanan 
sumber daya yang dimiliki seseorang 
seringkali berhubungan dengan  upa-ya 
pemenuhan keinginan atau kebu-tuhan 
orang lain. Hal inilah yang menjadikan 
persoalan ekonomi men-jadi semakin 
kompleks dan keha-diran ilmu ekonomi 
dimaksudkan untuk mempelajari dan 
mem-berikan jawaban tentang 
bagaimana individu dan masyarakat 
seharusnya membuat keputusan-
keputusan ekonomi.  
Ada tiga pertanyaan mendasar 
dalam studi ekonomi (Dahl, 1998): 1) 
apa barang dan jasa yang akan di-
produksi?; 2) bagaimana barang dan 
jasa akan diproduksi?; dan 3) siapa 
yang akan mendapatkan hasil akhir? 
Atas serangkaian pertanyaan ini ma-
syarakat dihadapkan pada pilihan-
pilihan dan di situ pula tampak ada-
nya trade-off. Pada masyarakat yang 
berbeda, mereka akan menjawab se-
rangkaian pertanyaan itu dengan cara 
yang berbeda. Di banyak negara, me-
reka menyerahkan kepada pasar 
untuk menjawab persoalan alokasi 
sumber daya.  
Interaksi antara penawaran dan 
permintaan dalam suatu pasar mem-
bentuk harga. Harga mengirimkan si-
nyal ke produsen dan konsumen ten-
tang apa yang perlu mereka lakukan. 
Sementara, pemerintah berperan da-
lam menentukan apa yang menjadi 
hak miliknya (property right), mem-
bangun sistem hukum untuk menye-
lesaikan segala perselisihan yang 
kemungkinan muncul, mengektifkan 
peran bank sentral dan lembaga keu-
angan lainnya, dan lain-lain agar 
pasar bekerja secara efisien. 
Pemerintah se-lanjutnya akan 
menransfer pendapatan dengan 
menyediakan barang dan jasa yang 
diperlukan masyarakat seperti per-
tahanan dan keamanan, sarana 
umum, layanan pendidikan, layanan 
kesehatan, dan lain-lain. Ada variasi  
peran  peme-rintah dalam bidang 
ekonomi di ber-bagai negara. 
Amerika Serikat, misal-nya,  peran 





pemerintahnya relatif lebih kecil 
dibandingkan negara-negara Ero-pa dan 
negara-negara di benua lainnya.  
Menurut Dahl (1998), ada enam 
hal penting yang berhubungan dengan  
trade-off yang dihadapi masyarakat 
yang perlu dipahami oleh pembelajar 
ekonomi. Berikut ini disajikan uraian-
nya. 
a. There is no such thing as a free 
lunch. Setiap orang pasti mengha-
dapi trade-off. Trade-off yang me-
reka hadapi beraneka ragam, dari 
yang sederhana hingga yang ber-
sifat kompleks. Untuk mendapatkan 
yang diinginkan, setiap orang mau 
tidak mau harus memberikan sesu-
atu sebagai imbalannya. Dalam 
ekonomi, hal demikian dikenal se-
bagai biaya kesempatan.  
b.  Thinking incrementally. Adanya 
trade-off tidak serta merta membe-
ritahu seseorang tentang keputusan 
apa yang terbaik yang dapat ia pilih. 
Jika setiap orang ingin melakukan 
yang terbaik/terarah sesuai dengan 
kepentingannya, maka mereka perlu 
membuat analisis marjinal (margi-
nal utility) untuk setiap pilihan ke-
putusannya.  
c.  Market coordinate consumption 
and production. Dengan menga-
sumsikan bahwa produsen dan 
kon-sumen melakukan yang 
terbaik se-suai dengan 
kepentingan mereka, harga 
memberikan sinyal bagi ma-
syarakat untuk mengalokasikan 
sumber daya secara efisien. 
Harga adalah sinyal untuk 
mende-finisikan trade-off yang 
dihadapi setiap orang. Memang 
banyak orang akan merasa tidak 
puas dengan harga yang 
terbentuk di pasar, tetapi bagi 
orang yang me-lek ekonomi 
mereka akan me-nyadari bahwa 
harga adalah si-nyal yang 
mencerminkan peru-bahan 
mendasar dalam penawa-ran dan 
permintaan. Dengan kata lain, 
memahami tentang bagai-mana 
perubahan penawaran dan 
permintaan akan mempengaruhi 
harga merupakan hal yang  pen-
ting dalam literasi ekonomi.  
d. Relative price changes guide de-
cision-making. Untuk melihat ba-
gaimana perubahan harga akan 
mengubah trade-off, maka perlu 
memperhatikan perubahan ting-
kat harga secara keseluruhan. 
Kemampuan untuk membedakan 
perubahan harga secara relatif 





dan perubahan tingkat harga se-cara 
keseluruhan ini dipandang sebagai 
hal yang penting dalam literasi 
ekonomi. 
Harga yang stabil, tanpa inflasi atau 
deflasi, mencerminkan suatu 
keadaan ekonomi dan juga mem-
berikan informasi perubahan har-ga 
secara relatif dan secara ke-
seluruhan. Pada kondisi ekonomi 
yang normal, kestabilan harga 
berhubungan dengan peran bank 
sentral dalam mengatur jumlah 
uang yang beredar. Mengingat hal 
demikian,  penting bagi setiap 
pembelajar ekonomi memahami 
peran bank sentral dalam kegi-atan 
perekonomian.  
e.  Trade promote growth. Perdaga-
ngan adalah mesin pertumbuhan 
ekonomi. Perdagangan memung-
kinkan setiap negara mengambil 
keuntungan dari spesialisasi dan 
trade-off yang dihadapi masya-
rakat. Dengan melakukan spesiali-
sasi, setiap negara dapat melakukan 
usaha terbaik untuk yang dapat me-
reka buat. Hal demikian mem-
berikan keuntungan bagi masyara-
kat: pertama, berbagai macam ba-
rang dan jasa tersedia di pasar; dan 
kedua, barang dan jasa tersedia de-
ngan biaya yang lebih rendah. 
Per-tumbuhan perdagangan 
mendorong persaingan antar 
produsen, me-mungkinkan 
negara menciptakan keunggulan 
komparatif, dan me-ningkatkan 
standar hidup masya-rakat di 
berbagai tempat. 
f.  Markets can fail. Pemerintah 
seha-rusnya mengevaluasi 
apakah mere-ka perlu melakukan 
campur tangan dalam 
perekonomian ataukah tidak. 
Pemerintah perlu melakukan 
inter-vensi, jika pasar tidak 
bekerja se-cara efisien atau pasar 
mengalami kegagalan. Di 
beberapa pasar, baik pembeli dan 
penjual, kemungkinan tidak 
memiliki informasi yang leng-
kap sehingga perdagangan 
menjadi terdistorsi. Pemerintah, 
karenanya, dapat memaksa 
produsen untuk me-ngungkapkan 
detail informasi pro-duknya agar 
memudahkan konsu-men 
membuat pilihan dan menga-
mbil keputusan. Pemerintah juga 
dapat mengatur produsen untuk 
membatasi jumlah output agar 
har-ga di pasar dapat terbentuk 
secara wajar. Jika tidak atau 





kondisi di-biarkan begitu saja, 
barang akan ter-sedia di pasar  
terlalu sedikit atau terlalu banyak.  
Pasar mungkin gagal dalam meng-
gambarkan biaya yang ditanggung 
oleh pihak ketiga, misalnya polusi 
udara yang ditimbulkan dari proses 
produksi. Pemerintah, karenanya, 
perlu melakukan intervensi dalam 
negosiasi antara produsen dan ma-
syarakat. Pemerintah juga memili-
ki peran penting dalam menjamin 
distribusi pendapatan untuk ke-
pentingan sosial, yaitu kompen-sasi 
bagi setiap orang sesuai de-ngan 
kemampuan mereka dalam 
menghasilkan atau membeli ba-
rang/jasa, dan menetapkan besar-an 
pajak penghasilan dan ber-bagai 
program bantuan peme-rintah 
lainnya untuk masyarakat.  Peran 
pemerintah tersebut memi-liki 
dampak besar pada kinerja ekonomi 
secara keseluruhan, meskipun 
campur tangan peme-rintah tidak 
selalu mampu me-ningkatkan 
kinerja pasar. Me-ngingat hal 
demikian, setiap orang perlu belajar 
dan menge-tahui bagaimana dan 
kapan ke-bijakan pemerintah akan 
mem-pengaruhi kondisi pasar. 
Seorang melek ekonomi tidak 
berarti akan selalu setuju dengan 
kebijakan pemerintah, tetapi 
mereka seti-daknya terbantu 
untuk memaha-mi trade-off atas 
apa yang dipu-tuskan oleh 
pemerintah. Dengan demikian, 
memahami peran pe-merintah 
dalam menangani fluk-tuasi dan 
pertumbuhan ekonomi 
merupakan salah satu aspek pen-
ting dalam melek ekonomi. 
Keberadaan keenam hal di atas 
bukanlah dalam sebuah ruang yang 
hampa. Setiap orang perlu mempe-
lajari berbagai bidang lainnya dan te-
rus memperhatikan lingkungan yang 
berkembang secara dinamis. Siapa-
pun dapat membuat keputusan eko-
nomi bahkan tanpa harus memahami 
hal-hal penting tentang ekonomi. Ke-
putusan mereka pun bisa jadi tepat, 
asalkan mereka melakukan upaya/ 
tindakan terbaik yang sesuai dengan 
kepentingannya masing-masing. La-
lu, mengapa melek ekonomi tetap 
masih diperlukan? Melek ekonomi 
akan mempertajam kemampuan ana-
lisis setiap orang terhadap berbagai 
pi-lihan yang dihadapinya. Faktanya, 
tra-de-off yang dihadapi semua 
orang se-makin kompleks dan oleh 
karenanya membuat keputusan 





ekonomi juga bu-kan perkara yang 
mudah. Melek eko-nomi dibutuhkan 
agar setiap orang da-pat membuat 
keputusan yang terbaik, baik sebagai 
pribadi maupun warga negara. Untuk 
itulah, setiap pembelajar ekonomi 
semestinya melek ekonomi. 
 
3.  Pentingnya pendidikan ekonomi 
bagi siswa SD  
Stigler (1970), peraih Nobel Lau-
reate di bidang ekonomi, mengatakan,  
"the public has chosen to speak and 
vote on economic problems, so the only 
open question is how intelligently it 
speaks and votes." Pernyataan Stigler 
(1970) ini menunjukkan dua hal pen-
ting: pertama, pengetahuan ekonomi 
berfungsi sebagai alat komunikasi di 
antara orang-orang dan logika berpikir 
ekonomi yang seharusnya mereka mi-
liki; kedua, pengetahuan ekonomi ada-
lah jenis pengetahuan yang dibutuhkan 
masyarakat dan bukan semata menjadi 
konsumsi para ahli.  
Pengetahuan ekonomi menjadi 
alat untuk memahami dunia ekonomi 
yang dihadapi setiap orang dan mem-
bantu mereka menafsirkan apakah pe-
ristiwa ekonomi tersebut secara lang-
sung atau tidak langsung mempenga-
ruhi kehidupan mereka. Jika jumlah 
anggota masyarakat yang 
berpengeta-huan ekonomi semakin 
banyak, maka hal tersebut akan 
sangat bermanfaat bagi mereka untuk 
memahami dan me-ngevaluasi 
permasalahan-permasalah-an 
ekonomi suatu bangsa. Pada bangsa 
yang semakin demokratis, dukungan 
dan keterlibatan aktif dari warganya 
adalah penting untuk menyelesaikan 
berbagai permasalahan ekonomi 
yang mendera bangsa (Wastald, 
1998).  
Ada banyak ragam pengam-
bilan keputusan ekonomi yang dibuat 
setiap orang secara individual atau 
pun meminta bantuan orang lain. Pe-
ngambilan keputusan ekonomi, se-
perti membeli rumah atau berinves-
tasi di pasar saham, memang dapat 
meminta bantuan seorang yang pro-
fesional di bidangnya. Namun, jika 
setiap pengambilan keputusan eko-
nomi harus melibatkan mereka, ma-
ka  hal tersebut jelas tidak ekonomis 
dan praktis. Biaya untuk membayar 
konsultan tidaklah murah, sementara 
saran mereka juga tidak selalu dapat 
dipastikan benar-benar tepat. Jauh 
lebih penting dari itu, keputusan final 
ada di tangan yang bersangkutan dan 
seseorang mau atau tidak mau harus 





pula siap dengan segala risikonya. 
Konsultan tidak berarti tidak penting, 
tetapi sangat baik jika setiap orang 
menjadi ekonom bagi dirinya sendiri  
khususnya untuk hal-hal sederhana. 
Dengan kata lain literasi ekonomi 
penting bagi setiap orang. Literasi 
ekonomi akan meningkatkan kompe-
tensi seseorang dalam keputusan pri-
badi ataupun bersama terhadap ber-
bagai pilihan/permasalahan ekonomi 
yang dihadapi sepanjang umur hi-
dupnya. 
Menurut Stigler (1970), pendi-
dikan ekonomi idealnya dimulai se-jak 
anak masuk sekolah. Guru pen-didikan 
dasar, karenanya, harus men-dampingi 
anak-anak belajar secara benar tentang 
konsep-konsep dasar ekonomi. Jika 
anak-anak mampu menguasainya, maka 
hal itu akan membantu mereka 
memahami ten-tang dunia ekonomi 
yang ada di seki-tarnya. Pada tahap 
selanjutnya materi pembelajaran 
ekonomi dapat diper-luas dan 
diperdalam secara bertahap sesuai 
dengan tahap perkembangan peserta 
didik. Keluasan dan kedala- 
man materi yang diterima siswa akan 
memberikan bekal kemampuan yang 
lebih besar bagi mereka untuk mema-
hami permasalahan ekonomi yang lebih 
kompleks dan kemampuan dalam 
me-ngambil keputusan ekonomi baik 
seba-gai pribadi maupun warga 
negara.  
Studi Wastald (1998) terhadap 
siswa SMA di Amerika Serikat 
mene-mukan bahwa kurang dari 40% 
siswa yang mampu menjawab secara 
benar tentang istilah-istilah ekonomi, 
konsep-konsep dasar ekonomi yang 
penting untuk memahami suatu 
peristiwa eko-nomi, dan 
permasalahan-permasalahan 
ekonomi yang dilaporkan di media 
massa. Atas rendahnya capaian 
tersebut para siswa beralasan bahwa 
mereka ti-dak mendapatkan bekal 
pengetahuan ekonomi yang cukup di 
sekolah. Berda-sarkan temuannya 
ini, Wastald (1998) menuliskan 
kegelisahannya sebagai be-rikut: 
”some may think that economics is 
too difficult a subject to be taught to 
children and youth, and that such 
intruction should wait until college. 
Nothing could be more incorrect”.  
Di Indonesia, beberapa 
temuan penelitian juga menunjukkan 
keadaan yang kurang 
menggembirakan. Temuan hasil 
survei VISA (2012) dan temuan 
penelitian Chen dan Volpe (1998) 





se-bagaimana diuraikan pada latar 
bagian pendahuluan tulisan ini 
memberikan bukti atas rendahnya hasil 
pendidikan ekonomi. Temuan-temuan 
lain berikut ini juga menggambarkan 
keadaan yang sama: 1) Worldbank 
(2011), misalnya, melaporkan tentang 
tingkat akses ma-syarakat ke lembaga 
keuangan formal (bank dan lembaga 
keuangan lainnya). Tingkat akses 
masyarakat Indonesia ke lembaga 
keuangan formal kurang lebih hanyalah 
20%. Tingkat akses ini me-nempatkan 
Indonesia pada posisi buncit dari enam 
negara  Asia yang diteliti; 2) Penelitian 
Nababan dan Sadalia (2012) terhadap 
mahasiswa S-1 di Fakultas Ekonomi 
Universitas Sumatera Utara 
menunjukkan bukti bahwa tingkat li-
terasi keuangan mahasiswa sebesar 
56,61% (skor tersebut dikategorikan 
skor yang rendah); 3) Penelitian Ni-dar 
dan Bestari (2012) terhadap ma-
hasiswa Universitas Padjadjaran 
Bandung menunjukkan rendahnya 
tingkat literasi keuangan yang ren-dah; 
dan 4) Penelitian Margaretha dan 
Pambudhi (2015) juga menun-jukkan 
bukti rendahnya tingkat lite-rasi 
keuangan mahasiswa S-1 Fakul-tas 
Ekonomi Universitas Trisakti (hanya 
48,91% pertanyaan yang dija-wab 
secara benar). Literasi keuangan 
adalah bagian dari literasi ekonomi. 
Namun demikian, temuan-temuan 
tersebut kiranya memberikan potret 
yang tidak menggembirakan untuk 
tingkat literasi ekonomi dari masya-
rakat kita. 
Gambaran temuan di atas me-
nunjukkan adanya keterlambatan dan 
kegagalan dalam pendidikan ekono-
mi. Upaya perbaikannya akhirnya ti-
dak mudah. Lebih-lebih sangatlah 
banyak peserta didik yang tidak 
mampu melanjutkan studi ke PT, se-
mentara yang berkemampuan pun ju-
ga sangat banyak yang lebih memilih 
jurusan non ekonomi. Karenanya, 
kesempatan terbaik untuk memberi-
kan pendidikan ekonomi adalah saat 
mereka masih anak-anak dan remaja 
(Wastald, 1998). Menurut Wastald 
(1998), jika sejak anak-anak telah 
belajar konsep dasar ekonomi de-
ngan benar, maka hal itu akan mem-
bantu mereka memahami dunia eko-
nomi mereka. Dalam kehidupan se-
hari-hari, mereka akan membuat ke-
putusan tentang apa yang harus dibe-
li, berapa banyak dari pendapatan 
mereka yang harus dibelanjakan, be-
rapa banyak jumlah yang harus di-
simpan untuk masa depan mereka, 





dan lain-lain. Sebagai warga negara, 
mereka juga perlu bersikap kritis ter-
hadap berbagai kebijakan pemerin-tah, 
semisal kebijakan fiskal dan mo-neter, 
dan mengambil keputusan yang tepat 
sebagai konsumen, produsen, pe-
nabung, dan lainnya. 
Saat telah menjadi orang dewasa, 
setiap orang akan dihadapkan dengan 
permasalahan-permasalahan ekonomi 
yang lebih kompleks dan memerlukan 
pengambilan keputusan yang cepat. Ke-
putusan-keputusan ekonomi yang di-
buat, entah benar atau tidak, akan mem-
pengaruhi kehidupan mereka dan orang 
lain (Meszaros dan Suiter, 1988). Tobin 
(1986), pemenang Nobel pada tahun 
1981, mengingatkan bahwa setelah 
lulus SMA seseorang harus mengam-
bil keputusan terhadap pilihan-pilihan 
ekonomi yang akan menentukan kehi-
dupan mereka, baik sebagai pencari 
nafkah, konsumen, maupun  warga ne-
gara. Setiap waktu mereka dibombardir 
berbagai macam informasi ekonomi 
dan  mereka harus memiliki kapasitas 
untuk membuat keputusan secara kritis. 
Oleh karenanya, jika memang ekonomi 
dipandang sebagai bagian integral dari 
kehidupan masyarakat dan pemahaman 
tentang ekonomi dianggap sebagai hal 
yang penting untuk membantu setiap 
orang membuat keputusan yang 
menen-tukan masa depannya, maka 
pertanya-annya adalah mengapa 
ekonomi tidak diajarkan secara 
memadai di sekolah-sekolah dan 
dimulai sejak anak me-nempuh 
pendidikan jenjang SD?  
Ada tiga hal penting yang 
perlu diperhatikan untuk 
menyelenggarakan pendidikan 
ekonomi yang efektif di se-kolah-
sekolah (Wastald, 1998). Perta-ma, 
guru harus memiliki pengetahuan 
yang memadai tentang ekonomi agar 
dapat membantu siswa belajar 
tentang bagaimana menggunakan 
konsep-kon-sep dasar ekonomi untuk 
menganalisis masalah-masalah 
pribadi dan sosial yang dihadapinya; 
kedua, panduan kurikulum dan 
bahan ajar yang baik sesuai dengan 
tingkatan siswa, dan ketiga, 
pendidikan ekonomi harus memiliki 
tempat sentral dalam kuri-kulum di 
sekolah sama seperti pela-jaran lain, 
seperti matematika, ilmu 
pengetahuan, dan yang lainnya.  
 
PEMBAHASAN 
(Gagasan tentang pengembangan ku-
rikulum pendidikan ekonomi di SD)  





1.  Pengembangan kurikulum SD 
dan sumber-sumber belajar 
a.  Pengembangan kurikulum di SD  
Dalam Kurikulum 2006 dan 
Kurikulum 2013 tampak nyata bah-wa 
pendidikan ekonomi melalui jalur 
formal (persekolahan) belum diper-
hatikan oleh pemerintah. Hingga saat 
ini mata pelajaran ekonomi tidak 
pernah berdiri sendiri dan diberikan 
waktu yang cukup. Jikalaupun harus 
digabung dengan mata pelajaran IPS 
semestinya mata pelajaran tersebut 
diberikan tambahan jumlah jam per-
temuan dan koreksi atas muatan pen-
didikan ekonomi. Hal ini mengingat 
pendidikan ekonomi pada tingkat da-
sar harus memberikan dasar-dasar 
pengetahuan dan keterampilan yang 
membuat mereka mulai melek eko-
nomi.  
Tujuan akhir pendidikan eko-
nomi pada setiap jenjang pendidikan 
haruslah jelas dan terukur. Selan-jutnya 
SK dan KD pada setiap jen-jang kelas, 
perangkat pembelajaran, dan hal-hal 
lainnya dibuat dengan memperhatikan 
tingkat relevansinya dengan tujuan 
ditetapkan. Kurikulum yang disusun 
lengkap oleh Day dan Ballard (1996) 
dari Indiana Depart-ment of Education 
yang berjudul ”The Classroom Mini-
Economy: In-tegrating Economics 
into Elementary and Middle School 
Curri-culum” dan National Council 
on Economic Edu-cation's (NCEE) 
adalah dua dari ba-nyak contoh yang 
mungkin dapat menjadi alternatif 
referensi untuk dilakukannya 
perubahan kurikulum pendidikan 
ekonomi. 
Gagasan di atas disadari 
memang tidak mudah untuk 
direalisasi, mengi-ngat literasi 
ekonomi bagi pembelajar SD 
belum/tidak pernah menjadi gerak-an 
bersama secara nasional. Di samping 
itu, kebijakan pendidikan sangat 
tergan-tung pada kehendak 
kementerian pen-didikan. Namun 
demikian tidak ada sa-lah dan kata 
terlambat untuk mengu-sulkan 
perubahan kebijakan pendidi-kan 
yang memungkinkan ide-ide di atas 
diakomodasi. 
Kemungkinan lain yang dapat 
di-lakukan untuk meningkatkan 
literasi ekonomi adalah melalui 
kegiatan-kegi-atan yang bersifat 
kokurikuler. Seko-lah dapat 
menggandeng Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) untuk 
menyelengga-rakan kursus/pelatihan 
literasi ekono-mi bagi siswa SD. 





Kursus/pelatihan ini dilakukan di luar 
jam pelajaran. Selu-ruh siswa dapat 
diwajibkan untuk me-ngikuti 
pelatihan/kursus tersebut seba-gai salah 
satu persyaratan kelulusan mereka. 
Sekolah juga dapat menyele-nggarakan 
berbagai kegiatan untuk ke-pentingan 
peningkatan literasi ekono-mi, seperti 
menghidupkan kembali usa-ha-usaha 
perekonomian di sekolah, me-
numbuhkan spirit berkoperasi/berwira-
usaha, dan menginspirasi usaha-usaha 
produktif di kalangan siswa dengan me-
manfaatkan sumber daya yang ada di 
sekitarnya.  
b.  Penyediaan sumber-sumber belajar 
yang kontekstual 
Ketersediaan sumber bahan ajar 
untuk pendidikan ekonomi saat ini me-
mang banyak. Di antara sumber-sumber 
belajar, buku tekslah yang umumnya 
diandalkan guru satu-satunya sebagai 
sumber pembelajaran. Jika tidak ada 
buku teks, maka umumnya guru kesu-
litan menyelenggarakan proses belajar 
mengajar di kelas. Pelaksanaan Kuri-
kulum 2013 adalah contohnya, ketika 
buku buku teks belum tersedia, guru 
seolah tak berdaya untuk me-
nyelenggarakan pembelajaran. Sum-ber 
bahan ajar berupa buku (terma-suk dari 
Kemendikbud), meski telah tersedia 
banyak guru perlu secara se-lektif 
dalam memilih yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik dan tujuan 
pembelajaran. Hal demi-kian 
mengingat konten materi dalam buku 
tidaklah selalu benar. Di sam-ping 
itu, umumnya buku teks disa-jikan 
dalam bentuk uraian panjang dan 
bahasa yang tidak selalu mudah 
untuk dicerna siswa. Sumber belajar 
demikian jelas tidak akan menarik 
minat siswa. Sangat baik jika buku 
disajikan dengan memperhatikan du-
nia anak, seperti komik atau cerita 
bergambar lainnya dengan mengha-
dirkan tokoh-tokoh kartun/film yang 
umumnya mereka kenal/sukai. Jika 
buku dengan ciri demikian belum 
tersedia, maka sebenarnya guru atau 
siapapun berpeluang untuk membuat 
buku tersebut.  
Ketersediaan sumber-sumber 
belajar lainnya (koran, majalah, jur-
nal, internet, dll) juga menjadi suatu 
keharusan untuk ada di sekolah. Na-
mun ketersediaan berbagai sumber 
pembelajaran tersebut tidaklah cu-
kup, pelaksanaan pembelajaran yang 
baik di kelas adalah kunci keberha-
silan pembelajaran ekonomi di kelas. 
Guru ditantang untuk dapat mende-
sain pembelajaran yang tepat sesuai 





konteks pembelajaran. Hal demikian 
disebabkan teknik-teknik dan strategi 
pembelajaran yang tepat akan jauh 
lebih bermanfaat bagi siswa. Para siswa 
tidak hanya menjadi lebih ter-tarik 
terhadap subjek pembela-jaran, tetapi 
mereka juga lebih menguasai materi 
pembelajaran sehingga mere-ka 
tertantang untuk memberikan 
kontribusi yang positif kepada ma-
syarakatnya (Dawood, 2006). 
2.  Peningkatan kapasitas guru kelas 
tentang literasi ekonomi 
Guru adalah ”sopir” yang akan 
mengantarkan ”para penumpang” kepa-
da tujuan pendidikan (Anita Lie dalam 
Kompas, 26 Februari 2013). Sebagian 
besar guru SD adalah guru kelas yang 
umumnya lulusan PGSD. Menilik kuri-
kulum PGSD dari berbagai universitas 
atau sekolah tinggi yang memiliki pro-
gram studi PGSD, tampak nyata bahwa 
lulusan umumnya mendapatkan bekal 
pengetahuan ekonomi yang sangat ter-
batas. Oleh sebab itu, perlu dijalankan 
program literasi ekonomi bagi guru-
guru SD. Penyelenggara program litera-
si ekonomi bisa lembaga-lembaga pen-
didikan tinggi, seperti universitas atau 
sekolah tinggi ilmu ekonomi, yang me-
mang memiliki kepedulian terhadap 
masalah buruknya pendidikan ekonomi 
di jenjang pendidikan dasar. Program 
tersebut bisa dilakukan sebagai 
bentuk pengabdian kepada 
masyarakat yang pendanaannya 
dapat diusulkan ke Dikti dalam 
skema hibah pengabdian kepada 
masyarakat atau skema hibah desen-
tralisasi. 
Literasi ekonomi bagi guru SD 
dapat difokuskan pada pemberian 
kur-sus/pelatihan tentang bagaimana 
me-ngajarkan ekonomi yang benar di 
SD (Meszaros dan Suiter, 1998). 
Materi dan model kegiatan pelatihan 
dapat me-niru yang telah dibuat oleh 
National Council on Economic 
Education's (NCEE) network tetapi 
dengan mem-perhatikan karakter 
khas ke-indonesia-an. Jaringan ini 
mencakup lebih dari 250 pusat 
pendidikan ekonomi di kam-pus-
kampus seluruh Amerika Serikat. 
Setiap kampus menawarkan menu 
kur-sus pendidikan ekonomi bagi 
guru. Pe-ngetahuan tentang ekonomi 
yang di-peroleh guru dari kursus, 
bukanlah di-maksudkan untuk 
mengajar ilmu ekonomi di kelas 
mereka. Tetapi, be-kal pengetahuan 
yang diperoleh dari kursus/pelatihan 
diharapkan akan meningkatkan 
tingkat kenyamanan guru dalam 





mengajar, khususnya jika materi 
pembelajaran yang bertautan dengan 
ekonomi. 
Hasil penelitian Becker dan 
Hallows (1994) menemukan bahwa 
pada kebanyakan studi program 
ekonomi telah diikuti guru memiliki 
dampak yang signifikan terhadap pe-
ngetahuan guru dan pada akhirnya 
berimbas pula pada pengetahuan siswa. 
Guru ekonomi perlu mema-hami dan 
mampu menjawab kebi-ngungan 
peserta didik tentang kon-sep-konsep 
ekonomi yang mereka bawa dari rumah 
dan masyarakat (Schug dan Walstad, 
1991). Kega-galan guru dalam 
mengatasi kebi-ngungan peserta didik 
akan meng-hasilkan kesalahpahaman 
ekonomi yang kemungkinan akan 
bertahan la-ma dan bahkan menetap 
sampai pe-serta didik memasuki masa 
dewasa (Schug, 1994). 
 
3.  Peningkatan kapasitas siswa 
sebagai  pembelajar ekonomi 
a.  Menumbuhkan spirit berkoperasi di 
sekolah melalui koperasi siswa 
Beberapa kegiatan yang dapat 
dilakukan dalam program ini antara 
lain: mendirikan koperasi siswa dan 
mengadakan pelatihan berkoperasi bagi 
siswa, guru, dan orang tua siswa Siswa 
mungkin belum dapat menge-lola 
usaha, karenanya pengelolaan 
kegiatan ini bisa dilakukan secara 
bersama oleh guru, karyawan, dan 
komite sekolah (orang tua). Jika 
koperasi ini adalah koperasi kon-
sumsi, misalnya, barang-barang yang 
umumnya diperlukan siswa dapat di-
identifikasi.  
Guru/karyawan/orang tua yang 
berkesediaan menyediakan barang 
sesuai spesialisasinya dapat dila-
kukan pendataan dan pengaturan.  
Sementara siswa diajak untuk terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan ekonomi 
sebagai anggota koperasi yang aktif. 
Mereka dididik, sesuai dengan 
kemam-puannya, agar mampu 
menyisihkan uang jajan untuk 
simpanan wajib atau suka rela dan 
mereka tertib melakukan 
kewajibannya tersebut. Jumlah yang 
dikonsumsi siswa perlu dibatasi, agar 
anak juga terlatih menggunakan uang 
sesuai kebutuhan mereka. Oleh kare-
nanya, perlu ada catatan pada setiap 
anak atas pengeluaran uang yang 
me-reka belanjakan di koperasi. 
Anak-anak tidak diperkenankan 
untuk melakukan pengeluaran 
berlebih, karena menye-babkan 
hilangnya kesempatan anak lain 





untuk memenuhi kebutuhannya. Pengu-
rus koperasi (para guru dan komite 
sekolah) juga perlu kreatif dalam me-
lakukan pemberdayaan kepada anggota 
koperasi (siswa), misalnya melalui pro-
gram kreativitas siswa, pelatihan ber-
wirakoperasi kepada para siswa, dan 
lain-lain. 
Pada akhir tahun, anak-anak di-
ajak untuk rapat anggota. Mereka akan 
menerima SHU sesuai dengan jumlah 
pengorbanan masing-masing.  Pada saat 
lulus, simpanan wajib dan suka-rela, 
serta hasil-hasil lainnya dibagikan ke-
pada siswa. Uang tersebut dapat men-
jadi modal bagi mereka untuk mene-
ruskan pendidikan pada jenjang yang 
lebih tinggi. Dengan cara demikian, se-
dari dini anak terlatih berkoperasi, me-
mandang penting bahwa koperasi mem-
berikan kemanfaatan dalam kehidupan 
mereka, dan utamanya mereka melek 
ekonomi meski dalam perkara yang se-
derhana. 
b. Menghidupkan kembali kegiatan 
produktif siswa melalui “warung 
hidup”, “dokter kecil”, dan lain-
lain. 
Pengalaman mengelola kegiat-an 
produktif memiliki peran strategis 
manakala siswa harus mampu man-diri 
secara ekonomi saat mereka nanti 
beranjak dewasa. Siswa dilatih untuk 
dapat memanfaatkan sumber daya 
lokal yang ada di sekitarnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan diri 
sendiri, keluarga, dan masya-rakat 
sekitarnya. Kiranya menjadi penting 
mengajak siswa mengenali potensi 
sumber daya yang ada di sekitarnya 
yang dapat dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Mengusahakan “warung hidup” 
dengan mengajak siswa berkebun 
adalah salah satu cara yang dapat 
ditempuh. Melalui kegiatan ini, bu-
kan saja manfaat mengenali potensi 
sekitar yang didapatkan siswa, na-
mun lebih dari itu siswa meman-
fatkan hasil-hasilnya. Oleh karena-
nya, kegiatan “warung hidup” dapat 
dikaitkan dengan kegiatan “lomba 
memasak” dengan memanfaatkan  
hasil-hasil dari kegiatan “warung hi-
dup”. Melalui kegiatan “warung hi-
dup” ini, siswa sebenarnya secara ti-
dak langsung diajak untuk melak-
sanakan pendidikan karakter dalam 
arti yang sesungguhnya. Setiap siswa 
pasti akan bekerja sama dengan te-
man yang lain, akan muncul ta-
nggung jawab, mulai memiliki kebe-
ranian mengungkapkan ide dan ga-
gasan, menghargai pendapat dan pe-





kerjaan orang lain, dan lain seba-
gainya.  
Kegiatan “dokter kecil” juga 
memberikan kemanfaatan bagi para 
siswa. Melalui kegiatan ini siswa 
memiliki pengetahuan tentang bagai-
mana menangani diri sendiri dan orang 
lain yang membutuhkan per-tolongan, 
mengenali berbagai macam obat-obatan 
dan kegunaannya, dan lain sebagainya. 
Pengetahuan dan keterampilan tersebut 
penting dimi-liki siswa sejak dini, agar 
mereka dapat menangani sendiri 
persoalan sederhana yang dihadapinya, 
praktis tanpa harus bergantung pada 
orang lain, dan secara ekonomi 
menghemat pengeluaran-pe-ngeluaran 
yang tidak perlu. 
c.  Studi trip ke lembaga keuangan se-
perti koperasi, credit union (CU), 
bank, dan berbagai  lembaga keua-
ngan lain.  
Studi trip dapat dilakukan untuk 
memberi wawasan kepada para siswa 
tentang bagaimana peran lembaga keu-
angan dalam kehidupan sehari-hari ma-
syarakat dan utamanya dalam mening-
katkan kesejahteraan masyarakat. Wa-
wasan tentang hal-hal tersebut secara 
langsung akan meningkatkan econo-
mic/financial literacy dan menjadi mo-
dal sangat berharga bagi mereka dalam 
mengambil keputusan-keputusan 
eko-nomi.  
d.  Menghadirkan guru tamu atau se-
orang profesional mengajar di 
kelas 
Selain mengajak siswa berkun-
jung ke koperasi, CU, atau lembaga 
ke-uangan, sekolah juga dapat 
mendatang-kan praktisi/pelaku 
ekonomi ke kelas sesuai dengan 
topik/materi pembelajar-an. Para 
praktisi diminta untuk mem-bagikan 
pengalamannya dalam bekerja atau 
mengelola usaha. Dalam banyak 
praktik, kegiatan ini di samping 
mem-berikan tambahan wawasan 
bagi siswa, juga memberikan 
tambahan motivasi bagi siswa untuk 
belajar secara lebih serius.  
e.  Meningkatkan kreativitas siswa 
me-lalui “mini ekonomi” 
Di beberapa sekolah luar 
negeri, seperti di Indiana, siswa 
diminta untuk menghadirkan 
kegiatan ekonomi dalam kelas. 
Siswa secara berkelompok di-minta 
untuk menyelenggarakan kegi-atan 
ekonomi kecil-kecilan atau “mini 
ekonomi”. Bentuknya semacam 
“toko kecil”. Mereka diminta untuk 
mengi-dentifikasi hal-hal yang 
menjadi pe-luang usaha di kelas dan 





menetapkan hal yang paling mungkin 
dapat dila-kukan dalam kelas itu. 
Kegiatan ini diselenggarakan di luar 
jam pelajaran agar tidak mengganggu 
jalannya pembelajaran. Setiap 
kelompok wa-jib membuat laporan dari 
awal hi-ngga akhir tentang apa yang 
diker-jakannya. Pada akhir semester 
mere-ka wajib mengumpulkan laporan 
ke-pada guru. Guru selanjutnya 
membe-rikan penilaian tentang apa 
yang me-reka lakukan dan seberapa 
kreatif ide yang mereka buat. Kegiatan 
ini se-benarnya juga sebagai sarana 
bagi siswa untuk berlatih berwirausaha 
sejak usia dini. 
f.  Meningkatkan sikap kritis siswa  
1)  Upaya meningkatkan sikap kritis 
mahasiswa dalam rangka me-
ningkatkan melek ekonomi siswa 
dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, misalnya lomba membuat 
poster, lomba menulis tentang 
permasalahan ekonomi, debat, dan 
lain sebagainya. Lomba dise-
lenggarakan dalam lingkup seko-lah 
dan diprakarsai oleh guru-guru 
ekonomi. Penilaian dilaku-kan pada 
setiap jenjang kelas atau dibedakan 
antara siswa dari kelas yang lebih 
rendah dan yang lebih tinggi. 
Tema-tema dipilih adalah yang 
sedang menjadi isu/ topik 
ekonomi yang hangat di-
perbincangkan di masyarakat. 
Pada jenjang SD, lomba poster 
sangat mungkin dapat dilakukan, 
sementara di jenjang SMP di 
samping lomba poster, lomba 
menulis essai tentang permasa-
lahan ekonomi, lomba debat atau 
yang lainnya. Dalam lomba ter-
sebut dilakukan penilaian secara 
objektif berdasarkan derajat ke-
kritisan mereka dalam menyam-
paikan kritik/ide atau gagasan/ 
solusi yang ditawarkan/dan 
lainnya. 
2)  Kegiatan “majalah dinding” 
dapat dihidupkan kembali 
sebagai waha-na memupuk 
kreativitas dan me-ningkatkan 
daya pikir siswa. Kegi-atan 
“majalah dinding” tentu perlu 
diarahkan sedemikian rupa, 
bukan hanya sekedar ruang 
menempel-kan/menyalin berita 
atau apapun, tetapi ruang/sarana 
siswa untuk me-nuangkan 
ide/gagasan secara ter-tulis dan 
bebas tentang tema terten-tu 
termasuk tema yang berhubu-
ngan dengan ekonomi. Karya 
“ma-jalah dinding” siswa antar 





kelas selanjutnya juga dapat 
dilombakan, dinilai mana yang 
paling baik, dan layak untuk diberi 
penghargaan. 
3)  Kegiatan ilmiah siswa bidang studi 
IPS (ekonomi), seperti penelitian, 
perlu dilakukan, dihidupi jika sudah 
ada, dan dikelola dengan lebih baik. 
Dari sejak dini, siswa perlu dike-
nalkan kegiatan penelitian, meski-
pun untuk topik-topik sederhana 
yang berhubungan dengan materi 
pembelajaran ekonomi. Mereka per-
lu mulai diajak berpikir secara il-
miah mulai dari merumuskan per-
masalahan, bagaimana melakukan 
mengumpulkan data, menganalisis 
dan membahas hasil temuan di la-
pangan, dan membuat laporan. La-
poran penelitian bisa dipresenta-
sikan dan bagi yang  terbaik dibe-
rikan apresiasi. Belum banyak seko-
lah di Indonesia yang menjadikan 
dirinya sebagai research school ka-
rena umumnya kepala sekolah dan 
para guru terjebak dalam kegiatan 
admistratif persekolahan. 
 
4.  Peninjauan kurikulum calon 
guru SD 
Hasil riset Harsoyo dan Saptono 
(2016) tentang literasi ekonomi calon 
guru ekonomi, yaitu mahasiswa 
pendi-dikan ekonomi di Yogyakarta, 
menun-jukkan bahwa tingkat literasi 
ekono-mi calon guru ekonomi 
dikategori-kan cukup (rerata 55 dari 
skala 0 – 100). Hasil riset ini jelas 
mempriha-tinkan mengingat sebagai 
calon guru ekonomi mereka 
semestinya memi-liki pengetahuan 
akademik yang me-madai. Sisi lain 
dari riset ini kiranya demikian, 
mahasiswa yang belajar untuk 
mengajar hal yang spesifik sa-ja 
tampak tidak mudah apalagi ma-
hasiswa yang belajar multidisiplin 
sementara dituntut untuk mampu 
mengajar materi ekonomi dengan pe-
nuh kedalaman.  
Perubahan kurikulum PGSD 
memang tidak mudah untuk dilaku-
kan. Menambah jumlah sks mata ku-
liah IPS atau memunculkan mata ku-
liah Pengantar Ekonomi dalam ju-
mlah sks yang cukup jelas akan ber-
dampak pada pengurangan sks atau 
penghapusan mata kuliah lainnya. 
Dalam praktik, hal demikian dapat 
menyebabkan ketegangan di antara 
dosen prodi. Namun jika menilik ha-
sil-hasil riset yang menunjukkan 
keadaan literasi ekonomi masyarakat 





yang memprihatinkan, semestinya hal 
itu perlu dilakukan.  
Alternatif lainnya adalah 
memberikan kursus literasi ekonomi 
bagi para mahasiswa PGSD. Kursus 
tersebut dapat diberikan di luar jam 
perkuliahan, namun sifatnya wajib 
diikuti mahasiswa. Mahasiswa wajib 
lulus atau menamatkan kursus ter-sebut 
sebagai prasyarat untuk kelu-lusan 
studi di PGSD. Kursus dapat dilakukan 
PT dengan menggandeng OJK atau 
diampu oleh dosen atau praktisi yang 
kompeten dibidangnya. Dengan cara 
demikian, calon-calon guru SD 
diharapkan memiliki bekal yang baik 





Literasi ekonomi menjadi bagian 
penting dalam pembelajaran ekonomi. 
Melalui literasi ekonomi, seseorang 
dapat mengambil keputusan ekonomi 
yang rasional sesuai dengan pilihan-
pilihannya dan ketersediaan sumber da-
ya yang dimiliki. Pendidikan dasar  me-
rupakan tempat yang baik untuk me-
nyemai benih bagi tumbuhnya kesadar-
an akan pentingnya perilaku ekonomi 
yang rasional dan kebijakan dalam me-
nyikapi kehidupan. Pendidikan di SD 
memang saat ini belum menjadi 
tempat yang baik bagi tumbuhnya 
benih ke-sadaran berperilaku 
ekonomi. Kare-nanya, pendidikan 
ekonomi di pendi-dikan dasar perlu 
dilakukan perbaikan setidaknya 
dalam 3 hal  penting: guru, 
kurikulum dan bahan, dan struktur 
ku-rikulum. Guru haruslah 
profesional da-lam artian 
sesungguhnya; muatan kuri-kulum  
hendaknya mengarahkan peser-ta 
didik agar melek ekonomi; sekuen 
penawaran materi pelajaran harus 
ber-kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran ekonomi; sumber 
pembelajaran perlu disediakan bukan 
hanya dalam jumlah cukup, tetapi 
kontennya haruslah benar dan tersaji 
menarik; dan struktur ku-rikulum 
yang memberikan porsi pen-didikan 
ekonomi lebih besar. Gagasan 
sebagaimana diuraikan dalam tulisan 
ini mungkin bukanlah hal baru, 
namun demikian menilik kondisi 
melek eko-nomi para pembelajar 
ekonomi yang hingga saat ini masih 
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